
 
 

 

 
 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL 

NOMOR 1 TAHUN 2026 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah 
satu sumber pendapatan Daerah untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, serta 
pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat; 

b. bahwa untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dari sektor 
pendapatan asli daerah diperlukan optimalisasi potensi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap 
mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan 
berusaha serta kemampuan ekonomi masyarakat; 

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam 
optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu 
diadakan perubahan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

5. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2023 tentangProvinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6881);  

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 239; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 
 

dan 
 

BUPATI KENDAL 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 

2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 239) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan angka 49 Pasal 1 dihapus sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal I 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 

2. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kendal. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenai Pajak.  

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan 
usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa 

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan 
bentuk usaha tetap. 

10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan 
kendaraan bermotor. 

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik 

kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak 
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atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena 
jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan 
ke dalam badan usaha. 

12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda 

beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis 
jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang 
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan. 

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi 
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.  

14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman.  

15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di 
bawah permukaan Bumi. 

16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan 

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan 

hak atas tanah dan/atau Bangunan.  

18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah 
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh 
orang pribadi atau Badan. 

19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas 
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di 

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di 
bidang pertanahan dan Bangunan.  

20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya 

disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh 
konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa 
tertentu.  

21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu 
yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.  

22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau 
minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, atau 
melalui pesanan oleh restoran. 

23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan 

dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.  

24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan 
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan 
untuk bermacam peralatan listrik. 
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25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang 
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan 
minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. 

26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan 
memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area 
parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan 

Bermotor. 

27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, 
permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian 

untuk dinikmati. 

28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan 
reklame.  

29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan    
komersial memperkenalkan, menganjurkan, 
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap 

sesuatu. 

30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah 
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.  

31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah.  

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari 
sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi 
untuk dimanfaatkan.  

33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya 

disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan 
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara. 

34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.  

35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga 
collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, 

collocalia esculanta., dan collocalia linchi.  

36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut 
persentase tertentu.  

37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 

disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh 
kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang 

selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang 
dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

39. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang 
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menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, 
dan melaporkan pajak yang terhutang. 

40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

41. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 
pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 

atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dankewajiban sesuai 
denganketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan Daerah. 

43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan 
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

46. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

47. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ 
atau perizinan.  

48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut retribusi tertentu. 

49. Dihapus. 

50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 

51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari 

keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan 
oleh sektor swasta. 

52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, 
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pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

53. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
PBG adalahperizinan yang diberikan kepada pemilik 
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. 

54. Sertifikat Laik FungsiBangunan Gedung yang selanjutnya 

disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. 

55. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnyadisingkat TKA adalah 
warga negara asing pemegang visa dengan maksud 
bekerja di wilayah Indonesia. 

56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang 
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 
terutang. 

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 82 diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 82 

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa 
Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) 

huruf a meliputi: 

a. pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan 

d. pelayanan pasar. 

(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah 

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. 

(4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas 

pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek 

diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 
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(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. 

(7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan 
jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
dan pihak swasta. 

3. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 86 
 

(1) Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan 

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang 
ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk pelayanan Parkir yang diselenggarakan secara 

berlangganan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir 

secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) diatur dalam Peraturan Bupati. 
  

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 88 
 

(1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 
Retribusi. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 

merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan 
dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah 
Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang 

bersangkutan. 

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum 
ditetapkan dengan ketentuan: 

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis 

pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka 
waktu pelayanan; 

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis 

pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau 
jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; 

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur 
berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan 

lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka 
waktu pemakaian tempat parkir; dan 

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi 

pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar 
dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar. 
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(4) Ketentuan perhitungan Retribusi terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal diatur 
tersendiri oleh peraturan perundang-undangan. 

 

5. Ketentuan ayat (6) Pasal 107 dihapus sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 107 
 

(1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan 
PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan 

pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan 
atau peribadatan. 

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk 

permohonan persetujuan: 

a. Pembangunan baru; 

b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum 
memiliki PBG dan/atau SLF; dan 

c. PBG perubahan untuk: 

1. perubahan fungsi bangunan gedung; 

2. Perubahan lapis bangunan gedung; 

3. Perubahan luas bangunan gedung; 

4. Perubahan tampak bangunan gedung; 

5. Perubahan spesifikasi dan dan dimensi komponen 

pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek 
keselamatan dan/atau kesehatan; 

6. Perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat 

kerusakan sedang atau berat; 

7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan 
Gedung Cagar Budaya; atau 

8. Perbaikan bangunan gedung yang terletak di 

kawasan cagar budaya. 

(4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3)huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan 
pemeliharaan dan pekerjaan perawatan. 

(5) Persyaratan PBG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(6) Dihapus. 

6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

8. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 20 Januari 2026 
 

BUPATI KENDAL, 

Cap ttd 
  

DYAH KARTIKA PERMANASARI 

 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 20 Januari 2026 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

AGUS DWI LESTARI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 NOMOR 1 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH 

NOMOR : (1-7/2026) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL 

NOMOR 1 TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

 

 

I.   UMUM. 

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber 

daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta 
guna mewujudkan pemerataan pelayaan publik dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal bersama dengan DPRD Kabupaten 

Kendal telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak 
daerah dan retribusi daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 

Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Dalam perkembanganya, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 99 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Pasal 128 Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah 

dan Retribuisi Daerah, Menteri Dalam Negeri telah melakukan evaluasi 
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan rekomendasi agar Peraturan 

Daerah dimaksud dilakukan perubahan. Rekomendasi dimaksud tertuang 
dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
900.1.13.1/10214/Keuda, tanggal 29 Desember 2025 hal Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Disamping atas dasar rekomendasi Menteri Dalam Negeri, perubahan 
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan sebagai upaya meningkatkan  

kapasitas fiskal daerah dari sektor pendapatan asli daerah yang memerlukan 
optimalisasi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap 

mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha serta 
kemampuan ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL. 
 

Pasal I 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 250 


